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PENDAHULUAN

M dalam kehidupan setiap masyarakat. dimana ada hubungan antara manusia
dengan manusta. selalu ada peraturan vang mengatur dan mengikun yaknt hukum. Hukum
mengatur tentang hak dan kewajiban manusia,  Hak untuk memperoleh paj/upah dan
pekeriaan membawa kewajiban untuic menghast/kan dun/atau untuk bekerja hal ini sesua
dengan pasal 1602 KUH Perdata vang menvebutkan ~ Si majikan diwaiibkan untuk
membavar upah kepada burub pada waktu Yang telah ditentukan™, 1imi dapat drartikan
bahwa si busuh berhak untuk memmia kepada mapikan upah/ga) atas pekerjaanya dan st
majiknn harus membenkan upah kepada buruh terhadap hasi dan pekerjakannya,

Demikian juga dengan pajuk Hak untuk mencan dan memperoleh penghasilan
sebanyak-banyvaknya membawa kewapiban untuk menyerahkan sebahagian Kepada negara
dolam bentuk pajak guna membantu negan dafam memngkathan Kesejahicraan vinum
Begitu pula hak untuk memperuleh dan memidiki gedung. mohil dan barang (am membawa
mewapban untuk menvumbang kepada negara. Pembavaran pajak oleh wajih pxijak kepada
negara, karena nega:a berusaha untuk dapat meningkatkan kescjahteraan masyarakat yang
dinfkman oleh warga negara dengan memungut patak musalnva pujak  pendapatan,
kckayaan, perjannjian penyerahan, pemidahan hak karena warissn, yang semuannya ing

dusar duri kemungkman pemungulonnyva atas kejadian-kejadian dan keadaaan-keadaan
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maupun perbuaten-perbuatan bukum vang bergerak tidak terfepas dan  lingkungan hukum
perdisia seperti “Hibah™ yang diatur dalam pasal 1666 KUt Perdata :

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria (UU No S Tahun 1960)
settap harta yang tidak bergerak, baik 1anah maupun bangunan ditentukan hak-haknya
Penguasaan pokok benda tetap wanb mendattarkan parak huknya atas tanah dan bangunan
dengan mengist Surat Pembernahuan Objek Pajak (SPOP) dan mengininkan ke kantor
Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan tempat letak obick vang kena pajak

Wayb pajak vang data-datanva sudah ada dan icrdaliar di kantor Inspeks: Pajak
luran Pendapatan Daerah (IPEDA) tdubk diwajibkan untuk smengisi Surat Pembentahuan
Objek Pajak (SPOP).

Pentefasan pasal 9 avar (1) Undang-undiang No. 12 tahun 1994 menyatakan bahwa
wanb pajak vang permah dikenakan luaran Pendapatan PDacrah (IPEDA) tidak wajib
mendatturkan objek pajaknya. kecual wapb pajak tersebut mendapat surai berupa Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktur Jenderal Pajak maka 1a wajib mengisi
dan mengembalikannva kepada Direktorat Jenderal Pajak

Tata cara pembavaran pajak dan penagihan sebagainana dimaksud -latun pada | |
avat (1) sampar dengan ayat (3) Kcputusan Mentert Reuangan No, 1005/ KMK.04/1983,
tunggal 28 Desember 1985 dan Keputusan Menterl Keuangan No.346/KMK.O1/1985.
Pajak (3umi dan Bangunan di bayar ke kanier Pes dun Giro sciempat atau ke Cabang Bank

Pemenmiah setempat vang menerima setoran aias pajak dunakisud

' R Samoso Brote Dihardjo, SI Penganial s 1 lubum Pajak 1dis kesigd Peaerbis PT Cresco
Bandung. 1993 hal i
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